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BAB1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Geografis

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/ Kota yang
ada dalam wilayah kerja Pemerintahan Aceh. Kabupaten Bireuen memiliki luas
wilayah 1.901,21 km* (190.122 Ha) yang terdirt dari 17 Kecamatan, 18
Puskesmas, 69 Pemukiman dan 609 Gampong.

Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak dibagian pantai timur
Sumatera dengan letak koordinat pada garis 4° — 54°-5°21” menit Lintang Utara
dan 96°.20°-97° 21° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bireuen berbatasan dengan
3 (tiga) Kabupaten Tetangga dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka

- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie Jaya

Topografi Kabupaten Bireuen terdiri dari pantai/ dataran rendah di sebelah
Utara dan Daerah pegunungan di sebelah Selatan.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan tugas
pengelolaan program kesehatan, dan berbagai tugas yang berkaitan dengan

kesehatan, termasuk program kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya

106
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manusia, akuntabilitas dan pelayanan. Jumlah tenaga di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bireuen adalah 139 orang, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan
(Dinkes), Sekretaris Dinkes, empat kepala bidang (Kabid) yaitu, Kabid Jaminan
dan Sarana Kesehatan, Kabid pengendalian masalah kesehatan, Kabid pelayanan
kesehatan, Kabid pengembangan sumber daya manusia, tiga kepala sub bagian
(Kasubbag) yaitu Kasubbag Tata Usaha, Kasubbag Keuangan dan perlengkapan
dan Kasubbag Penyusunan Program.

Selain itu Dinkes juga memiliki sebelas kepala seksi atau disebut dengan
Kasie yaitu Kasie sarana dan peralatan kesehatan, Kasie Kesehatan khusus dan
rujukan, Kasie Jamkesmas, Kasie Perencanaan, pendayagunaan pendidikan dan
Pelatihan, Kasie kesling, Kasie wabah dan bencana, Kasie kesehatan dasar, Kasie
Pengendalian, Kasie Kefarmasian, Kasie Diklat, Kasie Registrasi dan Akreditasi.
Dinkes Kabupaten Bireuen juga memiliki tiga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
(UPTD) yaitu UPTD Gudang Farmasi, UPTD Balai Data dan UPTD Labkesda.
Selain Pejabat Struktural Dinkes Kabupaten Bireuen memiliki 105 Stat yang PNS

dan 34 tenaga non PNS.
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Adapun struktur Dinkes Bireuen sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUN

KEPALA DINAS

dr. Amir Addani, M, Kes
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
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Hingga akhir tahun 2014 Dinkes Kabupaten Bireuen sudah memiliki 18

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , 45 Puskesmas Pembantu (Pustu), 214

Pusat Kesehatan Pedesaan (Poskesdes), dan 4 Pusat Kesehatan Pesantren

(Poskestren). Sarana Kesehatan di bawah jajaran Dinas Kesehatan Bireuen ini,

sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada

masyarakat di 17 kecamatan dan pedesaan secara merata. Adapun Data Pusat

Kesehatan dalam Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data pusat kesehatan Kabupaten Bireuen

NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH DESA | PUSTU | POSKESDES
1 | Samalanga 46 14 17
2 | Simpang Mamplam 41 4 18
3 | Pandrah 19 2 9
4 | Jeunieb 43 3 10
S | Peulimbang 22 2 7
6 | Peudada 52 3 20
7 | Kota Juang 33 1 6
8 {Juli 17 2 5
9 | Juli Dua 19 0 6
10 | Kuala 20 1 8
11 | Peusangan 68 3 21
12 | PeusanganSiblahKrueng 21 3 10
13 | Peusangan Selatan 21 3 9
14 | Jangka 46 3 15
15 | Kutablang 41 3 12
16 | Makmur 27 3 11
17 | Gandapura 40 3 17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen

Dalam melaksanakan tugas Dinkes Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari

visi dan misinya.

Visi:

Terwujudnya masyarakat Bireuen yang sehat dan mandiri. Masyarakat

sehat merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan di
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bidang kesehatan yaitu kondisi dimana individu, keluarga dan masyarakat
Kabupaten Bireuen tidak mengalami gangguan penyakit yang mengakibatkan
terganggunya aktivitas secara jasmani, rohani dan sosial selain memiliki
masyarakat yang sehat diharapkan masyarakat Kabupaten Bireuen juga mandiri
dalam arti individu. Keluarga dan masyarakat Kabupaten Bireuen mampu
mencukupi kebutuhan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan

Misi:

Panggilan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)
sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan
menuju satu tujuan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi yang telah
disepakati bersama. Misi Dinas Kabupaten Bireuen 2013 — 2017 merupakan
rumusan dari usaha-usaha yang harus diimplimentasikan untuk mewujudkan visi
Dinas Kabupaten Bireuen sampai akhir tahun 2017.

Tujuan:

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari tujuan
pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka
mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang sebaik-baiknya.
Pembangunan kesehatan juga merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak
rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan amanat
Undang-undang dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang kesehatan.
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Dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, semua jajaran
Dinkes Bireuen sepakat memiliki tekad dan kemauan yang keras dalam
peningkatan mutu pelayanan dan performance, sehingga terwujudnya suatu sistem
standar pelayanan prima dengan sasaran:

1. Terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, responsive dan transparan
berdasarkan prinsip Good Governance.

2. Tercapainya pengawasan yang efektif

3. Tercapainya kantor pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
yang di dukung oleh sumber daya manusia yang professional dan
berintegritas tinggi

4. Terciptanya hubungan kemitraan dengan pengguna jasa

5. Terwujudnya pelayanan yang baik

6. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk
mendukung pelayanan dan pengawasan

7. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efesien

Tata nilai unggulan/ budaya organisasi Dinkes Kabupaten Bireuen yang
akan diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah:

1. Responsive

Memberikan layanan yang melebihi ekspektasi pengguna jasa dan

memberikan pengalaman interaksi terbaik, serta memiliki kualitas prima

dengan menekankan pada aspek efesiensi, pasti, responsive dan transparan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14349 pdf

2. Proaktif
Memiliki sifat cepat tanggap dan responsive dalam melayani pengguna
jasa dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
3. Tanggung Jawab
4. Melaksanakan tugas dan kegiatan dengan sepenuh hati, dedikasi tinggi,
dan berani mengambil resiko atas tindakan yang diambil
5. Profesional
Memastikan agar semua perilaku, sikap dan tindakan selalu mengacu pada
standar dan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta
selalu meningkatkan kinerja secara terus menerus.
6. Case management
Mengidentifikasi permasalahan sehingga masalah-masalah yang timbul
dapat dimonitor dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Disadari bahwa kunci utama bagi keberhasilan organisasi adalah
pengaturan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Untuk itu Dinkes
Kabupaten Bireuen membuat kebijakan terkait SDM dengan beberapa hal yaitu:
Pegawai harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN), memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan prima
di bidang kesehatan, memiliki integritas yang tinggi, mengutamakan kepentingan
institusi. Sesuai dengan tuntutan dan beban kerja yang tinggi, maka Pegawai
Dinkes juga harus memiliki dedikasi dan sikap professional dalam menjalankan

tugasnya. Oleh sebab itu, untuk menjaring Pegawai yang memiliki kualifikasi
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dilakukan test rekrutment pegawai yang dilakukan oleh panitia khusus. Terhadap
Pegawai tersebut secara berkesinambungan dilakukan pendidikan, pelatihan, dan
penyegaran untuk meningkatkan integritas, kompetensi, profesionalisme, motivasi

dan teamwork.

B. Hasil Penelitian
1. Aspek Kelembagaan

Suatu organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapat tujuan organisasi.
Pendekatan tujuan organisasi dibentuk dengan maksud mencapai tujuan. Tujuan
dan sasaran tidak hanya terkait kepentingan individu dan kepentingan kelompok
namun terkait kepentingan organisasi. Keberhasilan organisasi
mempertimbangkan sasaran organisasi tetapi mekanisme mempertahankan diri
dan mengejar sasaran.

“Hasil wawancara dengan Pegawai di Dinas Kesehatan Bireuen
mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan tidak
memerlukan pengembangan organisasi yang baru, system pengelolaan
administrasi, termasuk pengarsipan sudah diterapkan di Dinas Kesehatan dan
sudah memenuhi standar, system, prosedur dan mekanisme kerja tidak
memboroskan sumber daya, energi dan waktu, pedoman pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan sudah mengacu pada SOP (standar
operasional prosedur) dan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah”
(wawancara tanggal 26 maret 2015).

Sasaran penataan kelembagaan didefinisikan sebagai keadaan/ kondisi
yang ingin dicapai organisasi. Efektivitas organisasi sebagai tingkat keberhasilan
organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Kondisi penataan

kelembagaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dinilai telah memenuhi

harapan.
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2. Aspek Ketatalaksanaan

Tujuan dari aspek ketatalaksanaan adalah mewujudkan tata laksana yang
ringkas/ simpel, efektif dan transparan serta memberi pelayanan prima dan
pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ketatalaksanaan diarahkan pada perubahan
sistem manajemen dengan konsep manajemen modern agar cepat, akurat, singkat
dan pemanfaatan teknologi modern di lingkungan instansi Pemerintah.
Manajemen modern adalah manajemen dengan bertumpu pada beberapa landasan
pemikiran seperti, konsep sistem, analisis keputusan, pentingnya faktor manusia,
serta tanggung jawab sosial manusia dalam organisasi. Manajemen modern juga
mastih tetap bersumber pada pemikiran yang terbaik dari manajemen tradisional.

“Pegawai di Dinas Kesehatan mengatakan tingkat efektifitas dan efisiensi
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sudah sesuai sebagian peraturan
perundang- undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok sudah
dijalankan, Sudah terdapatnya berbagai petunjuk teknis yang dikoordinasi oleh
setiap bagian tugas, standar yang diterapkan sudah sesuai dengan standar
pelayanan minimal (SPM), hubungan kerja dengan pelaksana pelayanan di tingkat
dasar terjalin kerjasama yang baik dan saling berinteraksi”

( wawancara tanggal 31 maret 2015).
3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

“Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Kesehatan dalam menempatkan
pegawai sudah melihat kualifikasi dan kompetensi dasar yang dimiliki pegawai
sebelum ditempatkan pada bidang tertentu, proses rekrutment, seleksi di Dinas
Kesehatan Bireuen melalui tes PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah setempat,
Dinas Kesehatan Bireuen juga melakukan pendidikan dan pelatihan ketrampilan
kepada Pegawai sebelum ditempatkan pada bagian tertentu serta sistem
pembagian tugas kepegawaian disesuaikan dengan jabatan dan kompetensi”(
wawancara tanggal 1 April 2015).

Penataan SDM dalam proses reformasi birokrasi di Dinkes Bireuen dapat

diartikan sebagai bentuk pendekatan manajemen sumber daya manusia untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan dan fungsi
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ketatalaksanaan. Dalam perspektif reformasi birokrasi, pendekatan ini dilakukan
dalam rangka menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi permasalahan
sumber daya manusia dalam birokrasi.Dengan demikian, persoalan implementasi
reformasi birokrasi dilingkungan Dinkes Bireuen mengacu pada tantangan
manajemen sumber daya manusia.

4. Aspek Akuntabilitas

“Hasil wawancara dengan Pegawai di Dinas Kesehatan bahwa dalam
melaksanakan program kerja yang ditetapkan di Dinas Kesehatan pimpinan
langsung yang turun keunit-unit kerja, kebijakan yang diambil pada pengambilan
sebuah keputusan oleh pimpinan sudah disesuaikan dengan visi dan misi Dinas
Kesehatan yang ingin dicapai, mensosialisasi kebijakan suatu informasi kepada
masyarakat hanya melalui media penyuluhan yang langsung dengan masyarakat,
cara pencapaian sasaran suatu program atas suatu keputusan yang telah dibuat
dengan mengagendakan rapat konsolidasi perkembangan pelaksanaan program”
(wawancara tanggal 2 april 2015).

Pelaksanaan akuntabilitas dan sudah sesuai dengan yang diharapkan.
Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinkes Bireuen adalah meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peran pimpinan dalam pelaksanaan
program sangat aktif ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
pimpinan  disesuaikan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Dinas
Kesehatan. Perbaikan yang diperlukan adalah perlunya peningkatan kualitas
laporan akuntabilitas kinerja, perlunya dibangun sistem yang mampu mendorong
tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Dalam konteks ini, kinerja organisasi yang terukur mengacu pada

persoalan bagaimana akuntabiltas kinerja itu diaktualisasikan secara transparan,

konsisten dan konsekuen.
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S. Pelayanan

Seluruh unit kerja organsasi di tingkat Kabupaten/ Kota diharapkan dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara terarah, terpadu, efektif
dan efisien sesuai kebutuhan organisasi.

“Berdasarkan hasil wawancara pada Pegawai Dinas Kesehatan Bireuen
pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas kesehatan belum sepenuhnya dapat
dikatakan baik salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu karena Dinas
Kesehatan dalam memberikan pelayanan belum bisa menilai apakah pelayanan
yang diberikan adil dan maksimal kepada pengguna jasa pelayanan karena tidak
terdapat indikator khusus untuk mengetahui hal tersebut, pihak Dinas Kesehatan
juga belum mengetahui keinginan dan harapan dari pengguna jasa”( wawancara
tanggal 7 April 2015).

Peran Pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai
kepentingan dari Warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada.
Pelayanan publik harus responsive terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai
publik. Ukuran keberhasilan kualitas pelayanan tidak terletak pada selera dan
kepentingan pihak penyediaan layanan, tetapi justru terletak pada kebutuhan dan
harapan pihak penerima layanan. Pihak penerima layanan akan merasa puas
apabila kebutuhannya terpenuhi sesuai dengan harapannya. Kepuasan penerima
layanan sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas
memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan.

6. Kendala dalam Proses Reformasi Birokrasi

“Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pegawai Dinas Kesehatan, juga
menjelaskan  terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Implementasi
reformasi birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yaitu kurangnya
teknologi informasi dan komunikasi, penggajian dengan tingkat struktural yang
sama akan mendapatkan gaji yang sama tanpa melihat tingkat produktivitas,
kerajinan dan kedisiplinan. Sistem remunirasi yang diharapkan adalah pemberian
imbalan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan pekerjaan yang diemban, tidak

terdapatnya  sarana  pengaduan  terhadap  keluhan  pengguna  jasa
pelayanan”(wawancara tanggal 8 April 2015).
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Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses
Pemerintahan akan meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan kinerja di Dinkes Bireuen. Oleh karena itu pada
era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting
dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan. Kedepannya, Dinas Kesehatan Kabupaten
Bireuen dapat membuat suatu program berbasis komputerisasi, yakni Sistem
Manajemen Kinerja (SMK) yang diharapkan dapat menjadi peluang terbaik untuk
mengatasi permasalahan dan kesulitan koordinasi yang saat ini sedang dialami.
Namun penggunaan teknologi ini perlu uji coba, dan hal tersebut yang menjadi
tugas bersama Pegawai-pegawai Dinkes Bireuen dalam memberikan inovasi dan
ide-ide untuk pengembangan teknologi komunikasi berbasis komputer.
Keterbatasan dana, adalah hal yang sangat mendasar dibutuhkan pada setiap
program kegiatan sebuah lembaga Pemerintahan. Dinkes Bireuen sebagai SKPD
Pemerintahan dapat mengajukan kebutuhan dana pada Pemerintah Daerah jauh
sebelum program kegiatan dilaksanakan, sehingga jumlah kebutuhan dana sesuai
dengan target Dinkes dapat dialokasikan pada anggaran tahunan Pemerintah
Daerah.

Keterbatan Dana yang dimiliki Dinkes Bireuen dalam pantauan peneliti
merupakan kendala yang paling besar, ini sesuai dengan hasil wawancara yang
dilakukan peneliti pada Pegawai Dinkes termasuk para Pejabat Struktural mulai
dari Kadis, Kabid, Kasie bahkan sampai ke tingkat staf, rata-rata memberikan
jawaban yang sama menjawab bahwa dana atau kurangnya biaya adalah kendala

paling utama. Dalam kaitannya dengan implementasi reformasi birokrasi pada
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Dinkes Kabupaten Bireuen pada dasarnya tidak dapat diberikan penilaian yang
baik karena kurangnya dukungan dana tidak dapat terlaksananya kegiatan dengan
sempurna. Sistem penggajian tidak dilakukan dengan sistem remunirasi. Dengan
kata lain penggajian dengan tingkat struktural yang sama akan mendapatkan gaji
yang sama tanpa melihat tingkat produktivitas, kerajinan dan kedisiplinan. Sistem
remunirasi yang diharapkan adalah pemberian imbalan berdasarkan tingkat
tanggung jawab dan pekerjaan yang diemban. Tidak terdapatnya sarana
pengaduan terhadap keluhan pengguna jasa dan tidak terdapatnya indikator untuk

mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

C. Pembahasan
1. Aspek Kelembagaan

Penataan kelembagaan diartikan sebagai penataan penyelenggaraan
Pemerintahan Negara dalam mewujudkan Good Governance (Kepemerintahan
yang baik). Perubahan atau penataan kelembagaan dikenal dengan reinvention,
yaitu transpormasi dasar sistem Pemerintahan dan organisasi Pemerintahan untuk
meningkatkan efektifitas, efesiensi, kemampuan beradaptasi dan berinovasi
Sedarmayanti(2010:-323). Reformasi penyelenggaraan Pemerintahan Negara
diharapkan dapat mengarah kepada tiga dimensi restrukturisasi, revitalisasi dan
refungsionalisasi. Reformasi kelembagaan penyelenggaraan Pemerintahan
dilakukan untuk membentuk organisasi Pemerintahan yang benar-benar dapat
memenuhi ketentuan kebutuhan masyarakat diantaranya pelayanan lebih cepat,

lebih murah dan lebih berkualitas.
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Program penataan kelembagaan terdiri atas berbagai aspek yang menjadi
pendukung bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten
Bireuen. Hal yang menjadi penting adalah bagaimana partisipasi segenap unsur
Kepegawaian dalam upaya penataan kelembagaan itu sendiri. Sasaran penataan
kelembagaan didefinisikan sebagai keadaan/ kondisi yang ingin dicapai
organisasi. Kondisi penataan kelembagaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
dinilai telah memenuhi harapan. Tujuan dan sasaran ini tidak hanya terkait dengan
kepentingan individu dan kepentingan kelompok namun terkait juga dengan
kepentingan organisasi. Dalam konteks inilah penataan kelembagaan Dinas
kesehatan Bireuen hendaknya dapat diformulasikan dan diimplementasikan untuk
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di lingkungan
Dinkes Bireuen Penyelenggaraan tugas dan fungsi sudah mengacu kepada Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan. SOP dan standar pelayanan
yang telah ditetapkan walaupun belum sepenuhnya dijadikan acuan dan
dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, melihat terdapat
beberapa kegiatan yang mendadak dan harus dilakukan dalam rangka memberikan
pelayanan prima di bidang kesehatan kepada masyarakat. Untuk mencapai
harapan tersebut maka perlu ditetapkan SOP dan standar pelayanan agar dalam
menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari dapat berjalan secara optimal
dikarenakan tugas-tugas yang dinamis bisa berubah-ubah setiap saat dapat lebih
dioptimalkan, dengan demikian diharapkan terwujud koordinasi yang baik dan

jelas diantara unit kerja, sehingga seluruh kegiatan secara keseluruhan dapat
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berlangsung secara tertib dan terukur serta pelaksanaan kinerja sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya.
2. Aspek Ketatalaksanaan

Tujuan dari aspek ketatalaksanaan adalah mewujudkan tata laksana yang
ringkas/ simpel, efektif dan transparan serta memberi pelayanan prima dan
pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ketatalaksanaan diarahkan pada perubahan
sistem manajemen dengan konsep manajemen modern agar cepat, akurat, singkat
dan pemanfaatan teknologi modern di lingkungan instansi Pemerintah.
Manajemen modern adalah manajemen dengan bertumpu pada beberapa landasan
pemikiran seperti, konsep sistem, analisis keputusan, pentingnya faktor manusia,
serta tanggung jawab sosial manusia dalam organisasi. Manajemen modern juga
masih tetap bersumber pada pemikiran yang terbaik dari manajemen tradisional.

Tingkat efektifitas dan efisiensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
sedang karena sebagian peraturan perundang- undangan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Sudah
terdapatnya berbagai petunjuk teknis yang dikoordinasi oleh setiap bagian tugas,
standar yang diterapkan sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM),
penyusunan standar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya memperoleh partisispasi dari masyarakat, hubungan kerja dengan
pelaksana pelayanan di tingkat dasar terjalin kerjasama yang baik dan saling
berinteraksi. Dapat disimpulkan penataan ketatalaksanaan sudah berjalan dengan

baik.
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Anwar (2012:-1) mengemukakan bahwa administrasi Negara atau Public
Administrator sebagai segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan Negara
yang telah ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu Negara dari
tingkat Pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi dalam suatu Negara,
oleh karena itu administrasi Negara mencakup berbagai aspek kegiatan termasuk
proses suatu “spesies” dalam lingkungan Pemerintahan yang mempunyai makna
sebagai kegiatan manusia yang saling berkaitan dengan lainnya.

Keberhasilan penataan ketatalaksanaan Administrasi dan Manajemen
Dinkes Bireuen hendaknya meliputi:

1. Mekanisme/ sistem kerja internal

2. Prosedur kerja

3. Hubungan kerja eksternal

4. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian
5. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja

6. Administrasi perkantoran

7. Pemantauan teknologi informasi

8. Pengelolaan kearsipan yang handal

Kebijakan ketatalaksanaan diarahkan pada perubahan sistem manajemen
dengan konsep manajemen modern agar cepat, akurat, pendek jaraknya dan
pemanfaatan teknologi modern di lingkungan Instansi Pemerintah. Manajemen
modern adalah manajemen dengan bertumpu pada beberapa landasan pemikiran
seperti, konsep sistem, analisis keputusan, pentingnya faktor manusia serta

tanggung jawab sosial manusia dalam organisasi. Manajemen modern juga masih
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tetap bersumber pada pemikiran yang terbaik dari manajemen tradisional. Dengan

demikian diharapkan bahwa pada akhirnya implementasi reformasi birokrasi di

Dinkes Bireuen diharapkan dapat mengembangkan suatu sistem manajemen

modern dan professional dalam menyelenggarakan pelayanan Dinkes yang

berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan para penerima layanan.
3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Penataan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan menjadi mudah karena
adanya pengujian khusus dibidang masing- masing sebelum ditempatkan dibagian
tertentu. Proses rekruitment dan seleksi pegawai dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan melalui rekruitment PNS. Dinas Kesehatan juga
melakukan pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatkan dibagian tertentu.
Sistem pembagian tugas kepegawaian disesuaikan dengan jabatan dan kompetensi
dasar yang dimiliki pegawai.

Penataan SDM dalam proses reformasi birokrasi di Dinkes Bireuen dapat
diartikan sebagai bentuk pendekatan manajemen sumber daya manusia untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan dan fungsi
ketatalaksanaan. Dalam perspektif reformasi brokrasi, pendekatan ini dilakukan
dalam rangka menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi permasalahan
sumber daya manusia dalam birokrasi.Dengan demikian, persoalan penerapan
reformasi birokrasi dilingkungan Dinkes Bireuen mengacu pada tantangan
manajemen sumber daya manusia.

Manajemen personalia, atau manajemen sumber daya manusia menurut

Anwar (2012:-3) adalah penarikan, penyelesaian, pengembangan, pemeliharaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



122349.pdf

dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan
individu maupun tujuan organisasi. Nawawi (2011:-2) mengemukakan bahwa
manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai
tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya
berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan).

Dari  pendapat-pendapat yang dikemukakan diperoleh pemahaman
konseptual bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan
sumber daya individu-individu dalam organisasi yang meliputi penarikan,
penyelesaian, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya
manusia untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu yang bekerja
dalam organisasi. Dalam pemahaman konseptual inilah diperoleh pemahaman
bahwa salah satu tahapan penting manajemen sumber daya manusia adalah
perencanaan sumber daya manusia (human resource planning) termasuk
bagaimana perencanaan sumber daya manusia itu diterapkan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut UU No.23/ 2014 Pasal 1
adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan derajat
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang
meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,
penggajian kesejahteraan  dan perhatian. Tujuan manajemen PNS adalah
menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang professional,

bertanggung jawab, jujur, adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan
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sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi
kerja. Inti penataan sumber daya manusia dan Aparatur adalah: penerapan sistem
merit dalam manajemen kepegawaian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
sistem, pendidikan dan latihan yang efektif, standarisasi dan peningkatan kinerja,
pola karier yang jelas dan terencana.

4. Aspek Akuntabilitas

Kinerja organisasi yang terukur mengacu pada persoalan bagaimana
akuntabiltas kinerja itu diaktualisasikan secara transparan, konsisten dan
konsekuen. Asas akuntabilitas inilah yang harus dimengerti setiap Pegawai
Dinkes Bireuen sebagai Aparatur Negara. Akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara
Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagail pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance
inilah yang menunjukkan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.

Secara umum prinsip Good Governance yang dikenal publik mencakup
desentralisasi, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi
pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas dan visi strategis.
Dalam konteks ini, menurut penulis perlu ditambahkan satu lagi prinsip Good
Governance agar sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang agamis,
yakni prinsip amanah. Mengapa prinsip ini perlu dimasukkan menjadi salah satu
elemen Good Governance untuk mewujudkan Good Governance, karena seluruh

jabatan publik yang dijabat oleh para pejabat publik itu sesungguhnya adalah
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amanah publik yang harus diterima dengan kesadaran, komitmen dan integritas
untuk mengaktualisasikannya secara konsisten dan konsekuen menurut ukuran-
ukuran moralitas sebagaimana layaknya pihak yang menerima amanah.

Aktualisasi jabatan publik secara konsisten dan konsekuen menurut
ukuran-ukuran moralitas inilah yang dimaksud sebagai pengejewantahan prinsip
amanah. Dalam konteks ini, jabatan publik apapun yang diterima oleh Aparatur
atau Pejabat publik sesungguhnya mengandung sederetan tuntutan dan sejumlah
tantangan yang menghendaki agar pejabat publik itu bersikap amanah sesuai
amanah yang tertuang dalam sumpah jabatan serta ketentuan hukum yang
mengatur fungsi jabatan tersebut. Apabila prinsip amanah ini dapat
diaktualisasikan secara utuh, konsisten dan konsekuen, apapun resikonya maka
prinsip Good Governance lainnya menjadi tidak terlalu sulit untuk
diaktualisasikan. karena orang yang bersikap amanah adalah orang yang rendah
hati, jujur dan bersikap melayani kepada siapa saja yang bersentuhan dengan
pelakasanaan fungsi jabatannya.

Dengan memahami, menghayati dan mengejewantahkan prinsip-prinsip
Good Governance yang demikian itu ke dalam dinamika pelaksanaan fungsi
jabatannya, maka dengan sendirinya seorang Pejabat publik tentu dapat menjadi
konstributor bagi terbentuknya Good Governance dilingkungan tugasnya. Jika
sebagian besar pejabat publik juga dapat mengaktualisasikan seluruh prinsip Good
Governance secara konsisten dan konsekuen, maka tidak sulit untuk
merealisasikan Good Governance. Pandangan inilah yang perlu diaktualiasasikan

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
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Akuntabilitas Pegawai Negeri adalah salah satu nilai kunci demokrasi
barat. Di dalam perspektif yang lebih luas akuntabilitas adalah bagian daripada
identitas administrasi yang terletak pada administrasi publik nasional, peradilan,
perusahaan swasta, asosiasi atau kelompok. Dalam setiap lingkungan
administrator adalah pelaksana, bukanlah atasanIdentitas ini menciptakan
kewajiban untuk dapat bertanggungjawab dari tindakan seseorang pada pimpinan.

Dari sisi infern seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban
orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas ini meliputi pertanggung jawaban
sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan
dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itulah akuntabilitas intern ini disebut juga
sebagai akuntabilitas spiritual. Dari sisi ekstern, akuntabilitas seseorang adalah
akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal
(atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang
memenuhi akuntabilitas ekstern mencakup pemborosan waktu, pemborosan
sumber dana, dan sumber-sumber daya Pemerintah yang lain, kewenangan dan
kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar
yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian eksternal sudah ada
dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja. Seorang
atasan akan memantau pekerjaan bawahannya serta memberikan teguran apabila
terjadi penyimpangan. Dalam konteks inilah, maka pelaksanaan sistem
akuntabilitas di lingkungan Dinas Kesehatan perlu dilakukan secara terintegritas

dengan menerapkan pola kepemimpinan yang efektif untuk memandu dan
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mengarahkan akuntabilitas kinerja individu, kelompok dan akuntabilitan kinerja
organisasi.
5. Pelayanan Umum

Seluruh unit kerja organsasi di tingkat Kabupaten dan Kota diharapkan
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara terarah, terpadu,
efektif dan efesien sesuai kebutuhan organisasi. Pelayanan yang diselenggarakan
pada Dinas kesehatan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Berbeda dengan
produk pelayanan barang yang mudah dinilai kualitasnya, produk pelayanan jasa
tidak mudah untuk dinilai kualitasnya. Meskipun demikian, antara pelayanan
barang dan jasa seringkali bersifat komplementer atau saling melengkapt sehingga
sulit dipisahkan. Pelayanan jasa tidak berwujud barang sehingga tidak nampak
(intangible). Meskipun tidak nampak, proses penyelenggaraannya bisa diamati
dan dirasakan, misalnya suatu layanan dapat dinilai cepat, lambat, menyenangkan,
menyakitkan, murah atau mahal Kemudian dilihat dari prosesnya, produksi,
distribusi dan konsumsi dalam penyediaan layanan jasa berlangsung secara
bersamaan.

Birokrasi yang memberikan layanan publik harus bertanggung jawab
kepada masyarakat secara keseluruhan. Peran Pemerintah adalah melakukan
negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari warga Negara dan berbagai
kelompok komunitas yang ada. Pelayanan publik harus responsive terhadap
berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik.

Segenap aparatur Dinas kesehatan Bireuen dituntut untuk mampu

memberikan pelayanan yang prima dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan
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para penerima layanan. Keberhasilan mewujudkan kinerja pelayanan yang prima
tentu hanya mengangkat citra Dinas Kesehatan Bireuen sekaligus juga citra
pelayanan publik secara nasional.

Menurut Anwar (2012:-147) ukuran keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan
penerima layanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai
dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dengan demikian kebutuhan para
penerima layanan tersebut memperoleh kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu
pemahaman tentang konsepsi kualitas pelayanan.

6. Kendala dalam Proses Reformasi Birokrasi

Kendala dalam pelaksanaan Implementasi reformasi birokrasi pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bireuen salah satunya kurangnya teknologi informasi dan
komunikasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses
Pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan kinerja di Dinkes Bireuen. Oleh karena itu pada
era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting
dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan. Pesatnya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan guna mewujudkan sistem
informasi dukungan teknis dan administrasi yang modern, khususnya dalam
rangka koordinasi dalam bentuk komunikasi serta penyediaan data informasi yang
cepat, akurat dan lengkap, yang perlukan untuk proses pengambilan keputusan,
dan pemantauan pelaksanaan tugas serta penyebar luasan informasi yang

berkaitan dalam implementasi reformasi birokrasi.
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Kedepannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dapat membuat suatu
program berbasis komputerisasi, yakni Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang
diharapkan dapat menjadi peluang terbaik untuk mengatasi permasalahan dan
kesulitan koordinasi yang saat ini sedang dialami. Namun penggunaan teknologi
ini perlu uji coba, dan hal tersebut yang menjadi tugas bersama Pegawai-pegawai
Dinas kesehatan Bireuen dalam memberikan inovasi dan ide-ide untuk
pengembangan teknologi komunikasi berbasis komputer.

Keterbatasan dana adalah hal yang sangat mendasar dibutuhkan pada
setiap program kegiatan sebuah lembaga Pemerintahan. Dinkes Bireuen sebagai
SKPD Pemerintahan dapat mengajukan kebutuhan dana pada Pemerintah Daerah
jauh sebelum program kegiatan dilaksanakan, sehingga jumlah kebutuhan dana
sesuai dengan target Dinas kesehatan dapat dialokasikan pada anggaran tahunan
Pemerintah Daerah.

Keterbatasan dana yang dimiliki Dinkes Bireuen dalam pantauan peneliti
merupakan kendala yang paling besar, ini sesuai dengan hasil wawancara yang
dilakukan peneliti pada staf dan Pejabat struktural Dinkes termasuk para Pejabat
struktural mulai dari Kadis, Kabid, Kasie bahkan sampai ke tingkat staf,
memberikan jawaban yang sama. Dalam kaitannya dengan implementasi
reformasi birokrasi pada Dinkes Kabupaten Bireuen pada dasarnya tidak dapat
diberikan penilaian yang baik karena kurangnya dukungan dana tidak dapat
terlaksananya kegiatan dengan sempurna. Selain itu sistem penggajian tidak dapat
dilakukan dengan sistem remunirasi. Dengan kata lain penggajian dengan tingkat

struktural yang sama akan mendapatkan gaji yang sama tanpa melihat tingkat
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produktivitas, kerajinan/kedisiplinan. Sistem remunirasi yang diharapkan adalah
pemberian imbalan berdasarkan tingkat tanggung jawab/ pekerjaan yang diemban.
Aspek pelayanan, tidak memiliki sarana pengaduan terhadap keluhan pengguna
jasa dan tidak terdapat indikator untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang diselenggarakan.

Kualitas pelayanan tidak dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara
atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan)
penerima layanan. Pelanggan yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan
yang di berikan, pelanggan seharusnya menilai dan menentukan kualitas
pelayanan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa
yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan.
Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas
pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan
yang diterima lebth rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan buruk, baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada
kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat (para

penerima layanan) secara konsisten.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagtan ini berisikan kesimpulan dan saran yang peneliti berikan terkait

dengan hasil penelitian:

A. Kesimpulan
| Berdasarkan hasil wawancara dari pihak-pihak terkait maka dapat
disimpulkan bahwa
1. Implementasi reformasi birokrasi belum sepenuhnya efektif dikarenakan:
a. Dari aspek penataan kelembagaan secara keseluruhan sudah sesuai dengan
yang diharapkan dalam sebuah birokrasi
b. Dari aspek ketatalaksanaan sudah mewujudkan tatalaksana yang
ringkas,simpel, efektif dan transparan dalam memberikan pelayanan prima.
karena sebagian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok sudah dijalankan
c. Dari aspek sumber daya manusia,proses rekrutment, seleksi,pelatihan dan
pendidikan ketrampilan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-
undang dan adanya pengujian khusus sebelum ditempatkan pada bidang
tertentu
d. Dari aspek akuntabilitas, Dinas Kesehatan Bireuen sudah meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta kebijakan-kebijakan yang

diambil disesuaikan dengan visi dan misi Dinas kesehatan.
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e. Dart aspek pelayanan pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas
kesehatan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik dikarenakan tidak
terdapat indikator khusus untuk menilai kepuasan dari masyarakat sebagai
penerima pelayanan.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Bireuen dalam
implementasi reformasi birokrasi antara lain:

a. Dari aspek penataan kelembagaan Dinas Kesehatan menghadapi kendala
dana, fasilitas dan prasarana dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan

b. Dari aspek penataan ketatalaksanaan Dinas Kesehatan mengalami kendala
kurangnya teknologi informasi komunikasi, salah satunya belum tersedia
system manajemen kerja yang berbasis komputerisasi.

¢. Dari aspek penataan sumber daya manusia tidak mengalami kendala yang
signifikan dikarenakan recruitment, seleksi dan penempatan pegawai
disesuaikan dengan kompetensi dasar yang dimiliki.

d. Dari aspek akuntabilitas salah satu kendala penggajian tanpa melihat
kedisiplinan, produktivitas dan tanggung jawab pekerjaan

e. Dari aspek pelayanan, tidak memiliki sarana pengaduan terhadap keluhan
pengguna jasa dan tidak terdapat indikator untuk mengukur kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan sejumlah saran yaitu
agar Dinas Kesehatan Bireun dapat lebih efektif dalam melaksanakan program
implementasi reformasi birokrasi. Adapun saran-saran yang diberikan adalah:
1. Teoritis

Diharapkan kepada Lembaga Pemerintahan terkait untuk melakukan

reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga

masyarakat sebagai penerima pelayanan puas dan memiliki kepercayaan
yang tinggi terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
2. Praktis

a. Diharapkan kepada pembuat kebijakan khususnya Bupati anggota
DPRD melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi yang
menghambat  terlaksananya implementasi reformasi birokrasi.
Menerapkan sistem manajemen kinerja (SMK) yang berbasis
komputer, dengan harapan lebith membantu koordinasi dan
mempermudah melakukan monitoring dari pimpinan terhadap kinerja
pegawai-pegawainya yang merupakan satu bagian penilaian kinerja
birokrasi.

b. Diharapkan kepada pembuat kebijakan khususnya Bupati dan DPRD
melakukan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap pelaksanaan
Implementasi reformasi birokrasi di Lembaga-lembaga Pemerintah
apakah sudah berjalan sesuai dengan Perundang-undangan yang

berlaku atau tidak.
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PEDOMAN WAWANCARA
Nama

Jabatan :

1. Apakah dinas kesehatan memerlukan pengembangan organisasi (unit
baru)?

2. Bagaimana system pengelolaan administrasi termasuk arsip yang
diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen?

3. Bagaimana system prosedur dan mekanisme kerja birokrasi pemerintahan
apa masih memboroskan sumber daya, energy dan waktu?

4. Bagaimana pedoman pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada dinas
kesehatan?

5. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi Dinas Kesehatan dalam
melaksanakan tugas pokok?

6. Bagaimana koordinasi pembagian tugas di Dinas Kesehatan ?

7. Bagimana pola penyusunan program kerja di Dinas Kesehatan?

8. Bagaimana standar yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna jasa?

9. Bagaimana hubungan kerja Dinas Kesehatan dengan pelayanan kesehatan
di tingkat pelayanan dasar misalnya Puskesmas?

10. Bagaimana penempatan pegawai apa sesuai dengan kualifikasi dan
kompetensi dasar yang dimiliki pegawai?

11. Bagaimana proses recruitment, seleksi pegawai di Dinas Kesehatan
Bireuen?

12. Apa yang menjadi dasar pertimbangan jenjang karier kepegawaian yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan?

13. Apakah Dinas Kesehatan melakukan pendidikan dan pelatihan ketrampilan
kepada pegawai sebelum ditempatkan di bagian tertentu?

14. Bagaimana system pembagian tugas kepegawaian disesuaikan dengan

jabatan dan kompetensi dasar?
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15. Bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan program kerja yang
ditetapkan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bireuen?

16. Bagaimana kebijakan di Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan visi dan
misi Dinas Kesehatan?

17. Bagaimana evaluasi system kinerja pegawai yang ditetapkan?

18. Bagaimana cara mensosialisasi kebijakan informasi kepada masyarakat?

19. Bagaimana cara mencapai sasaran suatu program atas suatu keputusan
yang dibuat?

20. Apakah di Dinas Kesehatan memiliki sarana pengaduan terhadap
pengguna jasa?

21. Apakah Dinas Kesehatan memberikan pelayanan yang adil dan maksimal
kepada pengguna jasa?

22. Bagaimana cara mengetahui keinginan dan harapan pengguna jasa?

23. Bagaimana implementasi reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan menurut
bapak/ ibu?

24. Apa permasalahan yang masih perlu diperbaiki, kekurangan yang masih
ditemui pada Dinas kesehatan Kabupaten Bireuen?

25. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam penataan
kelembagaan?

26. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menghadapi pengguna jasa?

27. Bagaimana kendala dalam penataan ketatalaksanaan di Dinas Kesehatan
Bireuen?

28 Bagaimana kendala yang dihadapi dalam peningkatan SDM di Dinas
Kesehatan?

29. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyusunan program kerja di

Dinas Kesehatan?
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